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TENTANG

PENYEMPT'RITAAIT PEIYETAPAJT RATCANGAIT PERATI'RAIT DA"ERAII
TEIVTANG PERI'BAIIAIT AXGGARAN PEI|DA.PATAX DAN BEL/\NJA DA"ERAII

PROVIilSI LAUPTING DA,IT RAITCAITGAN PERATURAN GUBERITUR
TEIYTAXG PEITJABARAN PERUBAIIAIT AITGGARAIT PENDAPATAJT DAN

BEL/INJA DA.ERAII PROVIilSI LA'uPTIITG TAIITII| AIIGGARAIT 2UI3

GI'BERII I'R L,IIUPUIYG,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 180 ayat (8)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapa.tan dan Belanja
Daerah setelah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri
Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan
paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi
diterima;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam negeri
Nomor 9OO.1.15.1 - 4175 Tahun 2023 tanggal 19 Oktober
2O23 tentang Evaluasi Ranca-ngan Peraturan Daerah
Provinsi lampung tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
dan Ralcangan Peraturan Gubernur l,ampung tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023, perht ditindaklanjuti
dengan pemberian persetujuan atas penyempurnaar
penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dimaksud untuk;

c. bahwa pemberian persetujuan atas penyempurnaan
penetapan atas Rancangan Peraturan Daerah dal
Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, merupakan salah satu tolak ukur
(instrument) dari pelaksanaan fungsi Ernggaran pengelola
keuangan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Lampung tentang Penyempurnaan Penetapan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja;



.,

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I l,ampung dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentzng
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 terrtang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OO0 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O0O Nomor 21O, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4O28);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan Umum
(sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tenlang
Penrbahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
20O5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang
Dana Perimbangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tenlang
l,aporan Penyelenggaraaa Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, taporan Keterangan Pertanggungiawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi l.aporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201O tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor I Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2Ol0 tentang

Tata Cara Pelaksanaan T\-rgas dan Wewenang Serta
Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2O I O tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasal Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Ral<yat Daerah;

2O. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2Ol8 tentang
Pelaksanaan T\:gas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Perat-t:ran Presiden Nomor l3O Tahun 2022 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2O23;

23. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran2023;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2O07

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2Ol1 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tah:ulr 2Ol2

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah;

26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahwt 2Ol7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana

Operaional;
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2T.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan l,aporan
Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik;

28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefrkasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan
Pemilihan Qubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah;

3O. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

31. Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2O22 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal;

32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
2ll IPMK.OT 12022 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor l3glPMK.O7 /2019
Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, dan Dana Otonomi Ktrusus;

33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
2l2lPMK.O7 12022 Tentane Indikator Tingkat Kine{a
Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi
Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun
Anggararr2023;

34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
3|PMK.O7 12023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau Menurut Daerah
Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2023;

35.Keputusan Direlrtur Jenderal Perimbangan Keuangan
Nomor I<E,P-38|PK 12022 tentang Proporsi dan Estimasi
Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi
Tahun Anggaran 2023;

36.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

266 Tahun 2023 tent-ang Perubahan Rincian Dana
Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggarun 2023;

37. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun
2O2l terrtarrg Pengelolaan Keuangan Daerah;

38. Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 1O Tahun

2022 terltang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA
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Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 9O0. 1.15. I - 4175
Tahun 2023 tanggal 19 Oktober 2023 terrtang Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi l,ampung tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur
Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23.

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PET.IYEMPURNAAN
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENJAI}ARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA
DAERAH PROVINSI I.A,MPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

Mela-lrukan p€nyempurnaan penetapan Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi l,ampung Tahun
Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur
t^ampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2023, sesuai dengan hasil evaluasi Menteri Dalam
Negeri.

Tindak lanjut hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana
tercantum dalam t ampiran Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - lO - 2023

GUBERNUR LAIIPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
l. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung


